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PRINSIP MULTIUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan 
meliputi:
1. Pemanfaatan Kawasan
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilakukan dengan multiusaha 
kehutanan melalui kegiatan:
1. Pemanfaatan Kawasan
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
4. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
5. Pemungutan Hasil Hutan Kayu
6. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pelaksanaan Multiusaha dijabarkan di dalam Dokumen RKUPH



PERENCANAAN
POLA 

PENGELOLAAN
PELAPORAN

ALUR PROSES 
USAHA PEMANFAATAN HUTAN

Inventarisasi Hutan

Penataan Areal 
Kerja:

HL → Blok Inti dan 

Blok Pemanfaatan
HP → Kawasan 

Lindung, Areal 
Budidaya/Produksi

Rencana Kerja 
Usaha:

1. RKUPH (10 th)
2. RKTUPH (1 th)

Multi Usaha
(Pemanfaatan Kawasan, Jasling, 

Kayu, HHBK, Pemungutan)

Sistem Silvikultur
(TPTI, THPB, TPTJ, TJTI, THPA, 

TR)

Agroforestry
(Pola tanam, Jenis tanaman) 

Kelola Lingkungan
(RPL/RKL, Rehabilitasi, 

Perlindungan)

Kelola Sosial
(Kemitraan, Usaha Produktif)

Jenis Tanaman
(Sejenis, Berbagai Jenis)

Pelaporan Kinerja

Pelaporan Keuangan

Melalui Sistem 
Informasi



Melaksanakan
Kegiatan

Operasional

1.Melaksanakan
kegiatan nyata
dilapangan

2.Menggunakan
peralatan
pemanfaatan

3.Mempekerjakan
tenaga
profesional

4.Melaksanakan
silvikultur

5.Melakukan
penanaman

6.Membayar PNBP
7.Melaksanakan

PUHH
8.Melaksanakan

pengujian hasil
hutan

PEMBINAAN/ 
PENGAWASAN/ 
PENGENDALIAN

Mencabut
izin

Penghentian
Operasional

Izin Terbit

Penyusunan
RKUPH 

Penilaian
RKUPH

Setuju

Persetujuan
RKUPH

Tidak

Penyusunan
RKTUPH

Penilaian dan
Pengesahan

RKTUPH

Inventarisasi/IHMB, 
PAK pada HP dan 

Blocking Area pada 
HL

Taat

PROSES BISNIS USAHA PEMANFAATAN 

HUTAN PRODUKSI & HUTAN LINDUNG

Melanjutkan
Operasional

Tidak Taat

Kinerja

BAIK / 
SEDANG

BURUK



PROSES PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

Pemegang PBPH Sesuai

Diajukan ke Menteri

Maks 1 tahun 
setelah izin terbit

Belum Sesuai

Arahan Perbaikan

Ditelaah/Dinilai
Keputusan 

Persetujuan RKUPHUsulan RKUPH

10 hr kerja

Perbaikan oleh 
Pemegang PBPH

10 hr kerja

Pemanfaatan:
1. Kawasan
2. HHK
3. HHBK
4. Jasling

Pemung
utan:
1. HHK
2. HHB

K

JENIS KEGIATAN

5 hr kerja

Menyampaikan 
perbaikan

Tidak menyampaikan 
perbaikan

Usulan RKUPH dibatalkan

RKUPH disusun oleh
Tenaga Profes. Bid. 
Khutanan berdasarkan:
1. Peta areal kerja
2. Hasil identifikasi

potensi atau hasil
IHMB (khusus
pemanfaatan HHK 
tumbuh alami)

3. Peta kawasan hutan
4. Peta tutupan lahan

hasil penafsiran citra
5. Peta FEG

RKUPH meliputi:
1. Rencana pengusahaan
2. Rencana kerja setiap

tahun
3. Rencana investasi
4. Sarpras
5. Organisasi dan tenaga

kerja
6. Kelola lingkungan
7. Kelola social
8. Perlindungan dan

pengamanan
9. Litbang
10. Peralatan
11. Peta 

Revisi RKUPH, bila terjadi 
perubahan:
1. luas areal
2. jenis kegiatan
3. fisik SDH
4. Siklus tebang/limit 

diameter
5. Jenis tanaman & 

daur
6. Kelola gambut
7. Sistem/teknik 

silvikultur
8. Lainnya (kebijakan)

(Sebelumnya 14 hr kerja)

(Sebelumnya 14 hr kerja)



PROSES PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HL

Pemegang PBPH

RKUPH meliputi:
1. Rencana pengusahaan
2. Rencana kerja setiap

tahun
3. Rencana tata letak dan

desain arsitektur
4. Rencana investasi
5. Pembiayaan & 

Pendapatan
6. Sarpras
7. Organisasi dan tenaga

kerja
8. Kelola lingkungan
9. Kelola social
10. Perlindungan dan

pengamanan
11. Litbang
12. Peralatan
13. Peta 

RKUPH disusun oleh
Tenaga Profes. Bid. 
Kehutanan
berdasarkan:
1. Peta areal kerja
2. Hasil

inventarisasi
hutan

3. Peta kawasan
hutan

4. Peta tutupan
lahan hasil
penafsiran citra

Sesuai

Diajukan ke Menteri

Maks 1 tahun 
setelah izin terbit

Belum Sesuai

Arahan Perbaikan

Ditelaah/Dinilai
Keputusan 

Persetujuan RKUPHUsulan RKUPH

10 hr kerja

Perbaikan oleh 
Pemegang PBPH

10 hr kerja

5 hr kerja

Menyampaikan 
perbaikan

Tidak menyampaikan 
perbaikan

Usulan RKUPH dibatalkan

Perubahan RKUPH, 
bila terjadi
perubahan:
1. luas areal
2. jenis kegiatan
3. fisik SDH
4. Jangka waktu
5. Lainnya

(kebijakan)

Pemanfaatan:
1. Kawasan
2. Jasling

Pemung
utan
HHBK

JENIS KEGIATAN



Proses RKTPH 

SURVEY/

ITSP

KEPALA DINAS 

PROVINSI,

RKTPH :

Proses pengajuan dan persetujuan RKTPH dan/atau perubahan RKTPH untuk seluruh pemegang PBPH
dilakukan secara mandiri (self-approval) mulai RKTPH Tahun 2022, dilakukan melalui sistem informasi.

USULAN 

RKTPH

DIREKTUR 

UTAMA/KETUA 

KOPERASI

Kinerja BAIK
Self approval

SK 

RKTPH

Kinerja SEDANG
Official

SURVEY/

ITSP

SELF APPROVAL 

MELALUI SISTEM INFORMASI

Proses RKTPH s.d Tahun 2021 (Peralihan)

Mulai 
RKTPH

Tahun 2022



PROSES PERSETUJUAN PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON 
KEHUTANAN (PKKNK) PADA APL YANG TELAH DIBEBANI IZIN 

PERUNTUKAN DAN HPK DAN/ATAU HP PELEPASAN 

Pemohon

Pejabat ditunjuk Gubernur

Ditolakterbit surat perintah

10 hariPersyaratan

Tdk memenuhi
Memenuhi

Proses persetujuan PKKNK Ditolak

(1)

(2)

(3)

(4)
Memerintahkan : 
Melaksanakan timber cruising 100 % & 
Membuat RLHC (BA dan pakta integritas)

Memenuhi Tdk memenuhi

Permohonan

(5)

Persetujuan PKKNK

Jangka waktu PKKNK:
1 tahun, dapat diperpanjang 1 kali. Dan 6
bulan khusus pengangkutan kayu.

Persyaratan perpanjangan PKKNK:
1. peta lokasi yang dimohon;
2. laporan kemajuan pelaksanaan

penggunaan lahan;
3. laporan realisasi pelaksanaan PKKNK

dari tahun sebelumnya;
4. bukti pelunasan pembayaran PSDH

dan DR; dan
5. PNT dari pelaksanaan PKKNK tahun

sebelumnya (dalam hal terdapat
kewajiban berdasarkan keputusan
pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap).

Diwajibkan :
Membuat Rencana Penebangan (30 hari)
Melaksanakan penataan batas blok tebangan
PKKNK.
Bayar uang muka PSDH&DR >25 %. 



PENYESUAIAN RKU/RKT

Tetap berlaku dan disesuaikan dg Peraturan Menteri 

melalui mekanisme revisi selambat-lambatnya 6 

(enam) bulan setelah terbitnya PBPH

Proses penilaian dan persetujuannya mengikuti 

ketentuan Peraturan Menteri

PERALIHANRKU/RKT

Permohonan RKUPH 

RKUPH dan RKTUPH yang 
telah disetujui 

DALAM HUTAN PRODUKSI DALAM HUTAN LINDUNG
• Inventarisasi Hutan (IHMB, ITSP); 
• Penataan areal kerja;
• Penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana 

Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja 
Tahunan Pemanfaatan Hutan

• Inventarisasi/Survey Potensi Hutan
• Bloking Area

• Penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana 
Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja 
Tahunan Pemanfaatan Hutan



Breakthrough sesuai Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021
NO URAIAN LAMA BARU

1. RKU Buku (4 Bab) Form RKU

Manual Melalui Sistem Informasi

Kayu Bersifat Multiusaha

2. RKT Didahului Pengecekan lapangan Tidak Perlu cek lapangan

Officially Self approval melalui SI

Buku Form RKT (7 lembar)

Manual Sistem Informasi

3. IHMB Terestris (5-6 bulan) Terestris

Citra Satelite Resolusi Sangat Tinggi

Gabungan Terestris & Citra (Quick IHMB): 1-2 

bulan

4. Bagan Kerja
Terdapat mekanisme BKU sebelum 

memiliki RKU

Tidak ada lagi BKU → langsung RKU 

(didukung Quick IHMB dan simplifikasi 

RKUPH)

5. Pelaporan Manual Sistem Informasi

6.

PKKNK (Pemanfaatan

Kayu Kegiatan Non 

Kehutanan - Dh. IPK)

Menggunakan Pertimbangan Teknis Tanpa Pertimbangan Teknis



TERIMA KASIH


